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Pada paragraf (3.12) berbunyi sebagai berikut :
“Bahwa praperadilan merupakan salah satu sistem dalam peradilan
pidana Indonesia. Praperadilan tidak dikenal dalam hukum acara pidana
lama yang diatur dalam Herziene Inlandsche Reglement (H.I.R.), dalam
H.I.R. menganut system inquisitoir, yaitu menempatkan Tersangka atau
Terdakwa dalam pemeriksaan sebagai objek yang memungkinkan
terjadinya perlakuan sewenang-wenang oleh penyidik terhadap
Tersangka, sehingga sejak saat pemeriksaan pertama di hadapan
Penyidik, Tersangka sudah apriori dianggap bersalah, selanjutnya
KUHAP telah mengubah sistem yang dianut oleh H.LR. tersebut yaitu
menempatkan Tersangka atau terdakwa tidak lagi sebagai objek
pemeriksaan, namun Tersangka atau Terdakwa ditempatkan sebagai
Subjek, yaitu sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan
kedudukan yang sama di hadapan hukum, salah satu pengaturan

ms;ne kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang
enyldlk atau Penuntut Umum dalam melakukan penangkapan,
el¢dahan penyltaan penyidikan, penuntutan penghentian

pe?m:ntaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi atau pun tidak.
Adapun maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi
dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak

asasi manusia sebagai Tersangka/Terdakwa dalam Pemeriksaan

Penyidikan dan Penuntutan. Dengan demikian dibuatnya sistem

Praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 s/d Pasal 83 KUHAP adalah
untuk kepentingan pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak
Tersangka/Terdakwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan (vide Penjelasan
Pasal 80 KUHAP). Kehadiran KUHAP dimaksudkan untuk mengoreksi
pengalaman praktik peradilan masa lalu, di bawah aturan H.L.R. yang
tidak sejalan dengan perlindungan dan penegakan hukum atas dasar hak
asasi manusia. Selain itu, KUHAP memberikan perlindungan terhadap
hak asasi manusia bagi Tersangka atau Terdakwa untuk membela
kepentingannya di dalam proses hukum;
Bahwa dasar Hukum permohonan pemeriksaan Praperadilan adalah
sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981
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